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 (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan 
      Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dan/atau pengusulan bidang  

               Usaha yang tertutup dan bidang usaha Yang terbuka dengan persyaratan di Bidang 
               Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 

 
 (3) Pemberian Insentif dan/ atau kemudahan mengacu pada arah kebijakan penanaman modal  

              daerah; 
 

 (4) Pengusulan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan  

               Di bidang penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada arah  
               kebijakan  Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman 

               Modal didaerahnya. 
 

 (5) Pelaksanaan RUPMK dievalusi secara berkala oleh kepada badan dengan Melibatkan  
               SKPD terkait. 

 

 (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) Kali setiap 
               2 (dua) tahun.Dan 

 
 (7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota. 

 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

   Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

   Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturanb Walikota  
   ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu. 

 
 

 
         Ditetapkan Di Palu 

         Pada tanggal 1 Juni 2015 

         WALI KOTA PALU, 
 

          ttd 
 

         RUSDY MASTURA 
 

Di undangkan di Palu 

Pada tanggal 1 Juni 2015 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU, 

 
 

 ttd 
 

AMINUDDIN ATJO 
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